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ABSTRAK

Penerapan sertifikasi ekolabel merupakan suatu pemberian label yang dilakukan sukarela
karenadorongan pasar dengan pelibatan berbagai pihak yang luas. Pada penerapan sertifikasi
tersebut Perum Perhutani menerapkan sistem kelolayang mengambil prinsip berkelanjutan.
Upaya yang dilakukan dalam penerapan sertifikasi dengan memperhatikan aspek internal
maupun eksternal telah memberikan suatu dampak pengel olaan hutan yang baik. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelola seperti apa yang dilakukan perhutani,
menganalisis komitmen manajemen dalam penerapan sertifikasi, kemudian mengambil
prioritas strategi yang dapat dilakukan dalam penerapan sertifikasi ekolabel. metode yang
dilakukan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi di
lapangan, serta melakukan wawancara mendalam kepada informan dan dengan kuesioner
kepadaresponden. Analisisdilakukan oleh deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tentang
aspek kelolaperhutani terdiri dari kelolalingkunga, kelolasosia dan kel olaproduksi/ekonomi,
dan komitmen manajemen yang menunjukan nilai rata-rata sebesar 3,94 adalah baik. Strategi
yang menjadi prioritas adalah strategi egresif yang menguntungkan bagi perusahaan. Akan
tetapi juga dibutuhkan suatu upaya yang dapat meningkatkan perkembangan penerapan
sertifikasi hutan di Perum Perhutani dengan memperhatikan kondisi internal dari karyawan
dan kondisi eksternal yaitu masyarakat.

Kata Kunci: Sertifikasi Ekolabel, Perum Perhutani, Strategi penerapan

PENDAHULUAN pasar global hanya akan menerima produk

Tuntutan pasar duniaterhadap barang
yang ramah lingkungan, maka harus diguna-
kan suatu sistem | abeling dan sertifikasi yang
mengindikasikan produk/jasa yang dihasil-
kan merupakan produk/jasa yang ramah
lingkungan dan menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Ekolabeling
merupakan suatu instrument yang dapat
mencegah laju kerusakan hutan melalui
pengendalian sistem pasar global, dimana

hasil hutan yang bersertifikat ekolabel.
Ekolabel menurut artikulas kataberasal
dari kata eco yang berarti lingkungan hidup
dan dari katalabel yang berarti suatu penanda
untuk membedakan dengan produk lain
(Martono, 2012). Berdasar pada Permen
Lingkungan Hidup no. 32 tahun 2009
menyatakan bahwa ekolabel merupakan
suatu label lingkungan yang merupakan
pernyataan atau tanda yang menunjukan
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keunggulan suatu produk dalam memberikan
manfaat terhadap perlindungan lingkungan.
Menurut Salim dan Wibowo (2000) dalam
Salam (2014) menyebutkan bahwa untuk
produk yang berasal dari sumber daya alam
(SDA) yang memiliki ekolabel menunjukan
bahwa barang tersebut berasal dari SDA
yang dikelola secaralestari.

Sertifikasi hutan merupakan suatu alat
untuk informasi dan instrumen berbasis
pasar (Upton dan Bass, 1995; Rametsteiner
dan Simula, 2003). Dengan penerapan
sertifikasi hutan makadiperoleh keuntungan
yang menginformasikan bahwa suatu unit
manajemen hutan ataupun industrinyatidak
merusak hutan, sehingga diharapkan hal
tersebut dapat memberikan keuntungan
komparatif vis a vis non-partisipan
(Gunningham dan Sinclair, 2002;
Rametsteiner dan Simula, 2003). Sertifikasi
hutan merupakan instrumen yang dapat
menjadi pendukung upaya konservasi
sekaligus juga sebagai suatu bukti keber-
pihakan unit mangjemen hutan terhadap
masyarakat setempat dengan adat yang
dimilikinya.

Untuk dapat mengelola hutan secara
lestari maka Perum Perhutani telah menjadi
salah satu pelaku dalam menjagalingkungan
dan mendukung pembangunan yang
seimbang dengan melaksanakan sertifikasi
pada unit manajemennya. Pada tahun 1998
KPH Kebonharjo, Cepu, Kendal, Lawu dan
KPH Madiun memperoleh sertifikat ekolabel
pengel olaan hutan lestari. Akan tetapi karena
terjadinyaperubahan situasi politik, ekonomi
dan sosial di Indonesia pada 1998-2000
dengan adanya penjarahan hutan yang
menyebabkan benturan dengan masyarakat
sekitar hutan sertatidak dilakukannya CAR
(Correction Action Regquest) maka sertifikat
ekolabel pengelolaan hutan lestari oleh Smart
Wood dicabut pada 2001. Oleh karena itu

perlu dilakukan suatu analisisdan identifikas
terhadap penerapan sertifikasi ekolabel di
Perum Perhutani. Pada tahun ini secara
keseluruhan unit manajemen hutan milik
Perum Perhutani yang telah mendapat
sertifikat pengel olaan hutan secaralestari ada
7 (tujuh) KPH (Kesatuan Pemangkuan
Hutan) yaitu : Pada tahun 2011, Perum
Perhutani mendapatkan Sertifikat FSC untuk
KPH Kendal dan KPH Kebonharjo; Pada
tahun 2012, Perum Perhutani mendapatkan
Sertifikat FSC untuk KPH Cepu, KPH
Randublatung dan KPH Ciamis ; Pada tahun
2013, Perum Perhutani mendapatkan
Sertifikat FSC untuk KPH Madiun dan KPH
Banyuwangi Utara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis aspek kelola yang
dilakukan perhutani, menganalisiskomitmen
mangemen dalam penerapan sertifikasi,
kemudian mengambil prioritasstrategi yang
dapat dilakukan dalam penerapan sertifikasi
ekolabel di Perum Perhutani.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Perum Per-
hutani dengan studi kasus di KPH Cepu dan
Industri kayu | sub Cepu yang terletak di
Desa Batokan Kecamatan Kasiman
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dari
perhitungan dengan rumus slovin dan jumlah
karyawan total dari KPH Cepu 472 orang
diperoleh responden 82 karyawan dan
Industri Kayu | Sub Cepu 318 orang
diperoleh responden 75 karyawan maka
diperoleh jumlah responden total adalah 156
orang untuk mengetahui penilaian kondisi
internal maupun eksternal yang mem-
pengaruhi penerapan sertifikasi.

Metode analisis dalam penelitian ini
adalah menggunakan analisis dekriptif
kuditiatif dan kuantitatif. Dataprimer tentang
komitmen manajemen dianalisis secara
deskriptif kuantitatif dengan mengolah hasil
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kuesioner menggunakan skala likert
(Sugiyono, 2004). Penentuan kriteria
penilaian dari jawaban responden maka
sesuai dengan :

1. Sangat Setuju (SS) : diberi bobot 5
2. Setuju (9 : diberi bobot 4
3. Ragu-Ragu (N) : diberi bobot 3
4. Tidak Setuju (TS) : diberi babot 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

- diberi bobot 1
Dari hasil perhitungan kesimpulan
bahwa :

4,20 - 5,00 = Sangat Baik (SB)

3,40 - 4,19 = Bak(B)

2,60 — 3,39 = KurangBaik (KB)

1,80 — 2,59 = Tidak Bak (TB)

1,00-1,79 = Sangat Tidak Baik
(STB)

Data primer dan sekunder tentang
aspek kelola dalam penerapan sertifikasi
ekolabel Perum Perhutani dianalisis secara
deskriptif kualitatif dengan menggunakan
Teori Milesdan Huberman dimana pengum-
pulan datadan analisis datadilakukan secara
bersamaan secarainteraktif, melalui proses:
data collection, data reduction, data display
dan verification/conclusion.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Hutan di Perum Perhutani
Daam kegiatan pengel olaannya, Perum
Perhutani memiliki visi Menjadi Pengelola
hutan lestari untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dan misi : Mengelola
sumberdaya hutan dengan perinsip
Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan
karakteristik wilayah dan Daya Dukung
Daerah Aliran Sungai (DAS) serta
meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan
bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan,
agroforestri, serta potensi usaha berbasis
kehutanan lainnya guna menghasilkan
keuntungan untuk menjamin pertumbuhan

perusahaan secara berkelanjutan ; Mem-
bangun dan mengembangkan perusahaan,
organisasi serta sumberdaya manusia
perusahaan yang modern, professional dan
handal serta memberdayakan masyarakat
desa hutan melalui pengembangan lembaga
perekonomian koperasi masyarakat desa
hutan atau koperasi petani hutan ; Men-
dukung dan turut berperan serta dalam
pembangunan wilayah secara regional dan
nasional, sertamemberikan kontribusi secara
aktif dalam penyel esaian masalah lingkungan
regional, nasiona daninternasional. Dari vis
dan misi tersebut maka terdapat tiga aspek
kelola yang juga menjadi dasar untuk
melaksanakan sertifikasi ekolabel berupa
sertifikas PHL. Aspek kelolatersebut adalah
aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek
produksi.

Dalam Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan
Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH
Cepu bahwa upaya pemantauan lingkungan
yang dilakukan meliputi kegiatan : Peman-
tauan lgju erosi; kesuburan tanah; fluktuasi
debit; curah hujan; laju sedimentasi;
kandungan padatan tersuspens dalam badan
air (TSS); kualitas Kawasan Perlindungan
Setempat (KPS) yang berupa perlindungan
tata air (sempadan sungai, mata air dan
sempadan jurang); kualitas kimia air (pH,
BOD, COD, DO, Ammonia, Nitrit, Nitrat,
Deterjen,Phospat, Organoklorin, Organo-
phosphat) dan melakukan pemantaun jumlah
dan jenis penggunaan bahan kimia;
Pemantauan struktur dan keanekaragaman
vegetasi; Pemantauan distribusi penyebaran
dan keanekaragaman satwa; Pemantauan
viabilitas target dan status ancaman ke-
beradaan Kawasan Bernilai Konservasi
Tinggi (KBKT); Pemantauan peningkatan
perekonomian desa dengan mengetahui
tingkat pendapatan masyarakat yang terlibat
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dalam pengelolaan hutan, pendapatan yang
diperoleh MDH dari pemberian akses
pemanfaatan SDH, keefektifan penggunaan
dana sharing dari tebangan ; Pemantauan
keanggotaan dan kategori LMDH serta
kerjasama yang dilakukan LMDH dengan
pihak ke tiga; Pemantauan pemberian
kesempatan kerja kepada tenaga kerjalocal
dan penerapan K3 ; Pemantauan terhadap
kerawanan hutan (gangguan keamanan
hutan) dari kasus tennurial, pencurian,
kebakaran, penggembalaan liar dan per-
buruan; Pemantauan terhadap tingkat
pendidikan masyarakat desadan jumlah buta
aksara; Pemantauan terhadap jumlah sampah
dan pengelolaannya serta penyakit yang
terjangkit di sekitar masyarakat; Pemantauan
persepsi masyarakat terhadap pengelolaan
hutan yang dilakukan KPH Cepu.

Kelola Lingkungan dalam Pengelolaan
Hutan

Kelolalingkungan merupakan serang-
kaian kegiatan untuk memperbaiki atau

mempertahankan kondisi lingkungan
sehingga dapat meminimalkan dampak
negatif akibat dari kegiatan yang dilakukan
perusahaan, khususnyaterhadap spesiesdan
ekosistemnya Dari kesemua kriteria aspek
lingkungan yang disebutkan tersebut
dilakukan evaluasi kegiatan yang
menekankan pada dampak yang ditimbulkan
pada komponen lingkungan berupalgju eros
yang terjadi, kesuburan tanah berupa
kandungan kimia tanah, debit air sungai,
kualitas air sungai, laju sedimentasi,
keberadaan Nilai Konservas Tinggi, struktur
dan komposisi vegetasi, populasi vegetas,
biota air /perikanan. Dari beberapa
komponen lingkungan tersebut diambil
contoh anaisis padakondisi kesuburan tanah
berupa kandungan kimiatanah dan kualitas
air. Analisiskesuburan tanah diperoleh hasil
seperti tabel 1. berikut :

Kode PH | C T’\cl>t Ptsd | K ttk tctlf {\t'f ';flg KPK | KB

H20 % % ppm me/100 g %
Nanas 5004 774 | 308 | 013 | 452 | 023 | 308 | 061 | 039 | 4077 | 1057
Blungun 14 a 778 | 202 | 01 | 324 | 015 | 381 | 065 | 204 | 37.92 | 17.54
Nglobo 42 a 806 | 223 | 011 | 497 | 033 | 469 | 067 | 0.96 | 4396 | 1513
Pucung 118 a 822 | 225 | 009 | 218 | 041 | 383 | 074 | 0.83 | 47.07 | 1234
Sekaran 79 a 798 | 255 | 014 | 364 | 0.16 | 0.03 | 063 | 048 | 3661 | 355
Ledok 97 a 777 | 175 | 007 | 742 | 02 | 451 | 096 | 058 | 5436 | 1149
Wonogadung 116a | 7.87 | 255 | 018 | 1.85 | 0.19 | 428 | 055 | 303 | 1958 | 4116
Pasarsore 46 b 753 | 261 | 02 | 079 | 052 | 15 | 09 | 16 | 4378 | 1032
Cabak 82 b 775 | 226 | 013 | 15 | 016 | 364 | 069 | 256 | 17 | 4147
Kedewan 167 b 815 | 243 | 013 | 47 | 015 | 346 | 055 | 0.46 | 1955 | 2363
Nglebur 116 ¢ 676 | 281 | 011 | 586 | 028 | 298 | 073 | 2 | 348 | 1721
Kendilan 35 ¢ 818 | 320 | 02 | 254 | 024 | 374 | 066 | 0.11 | 4658 | 10.19

Sumber : Bagian KelolaLingkungan, PSDH KPH Cepu (2013)
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Diperoleh hasil kualitas kimiatanah di
wilayah KPH Cepu adal ah rendah dan harus
ditingkatkan lagi pengolahannya dengan
tanpa menggunakan bahan kimia. Hal
tersebut dikarenakan kawasan di wilayah
KPH Cepu merupakan tanah yang berkapur
serta titik sampel yang diambil berada di
sekitar tambang minyak dan beberapagalian

batu sehingga ada aktivitas yang lain yang
menimbulkan pencemaran dan pemampatan
tanah sehingga mikroorganisme yang se-
harusnyabanyak menjadi hilangadaalah Jika
dibandingkan dengan dengan kriteria
penilaian sifat kimia tanah pada tabel 2.
berikut :

Tabel 2. Kriteriapenilaian sifat kimiatanah

Sifat tanah SN0 | Rendah | Sedang | Tinggi tsi‘:gg?t
C-Organik (%) <1,0 2,0 3,0 5,0 >5,0
N-Total (%) <0,1 0.2 05 075 | >0,75
P205HCI 25 % (ppm) <10 20 40 60 >60
K20.HCI 25 % (ppm) <10 20 40 60 >60
K (%) <0,1 0,2 05 1,0 >1,0
Na (%) <0,1 0,4 07 1,0 >1,0
Ca (%) <2 5 10 20 >20
Mg (%) <04 1,0 2,0 8,0 >8,0
kejenuhan basa (%) <20 35 50 70 >70
kej enuhan alumunium (%) <10 20 30 60 >60
cadangan mineral (%) <5 10 20 40 >40
pH sangat asam < 4,5 55 6,5 7,5 8,5 >8,5

Sumber : Departemen pertanian, 1998

Hasil analisis pada aspek lingkungan
yang mempengaruhi kesuburan tanah juga
dapat dilihat dari cara penggunaan dan
pengelolaan bahan berbahaya beracun dan
limbahnya. Jenis B3 yang digunakan tersebut
umumnya berupa pupuk kimia cair dan
pestisida berbahan kimia. Oleh karena itu
dalam penggunaan bahan B3 yang berupa
pupuk/pestisida tersebut harus mengacu
padastandar yang diterapkan oleh FSC yaitu
FSC Pesticide Policy : guidance on imple-
mentation. Dalam kriteria sertifikasi PHL
yang dikeluarkan oleh FSC, yang mengatur
tentang pengunaan B3 ini adalah padakriteria
6.6 : “mengandung hidrokarbon klorin
(chlorinated hydrocarbon), pestisida yang
persisten, beracun atau zat turunannya akan

tetap aktif secara biologisdan terakumulasi
dalamrantai makanan setelah penggunaan-
nya, juga pestisida lain yang dilarang
berdasarkan perjanjian internasional’’. dan
kriteria 10.7 :”Tindakan-tindakan harus
diambil untuk mencegah dan meminimalkan
mewabahnya hama dan penyakit, kebakaran
dan introduksi tanaman invasif. Pengelola-
an hama ter padu harus merupakan bagian
penting dari rencana pengelolaan, yang
mengandal kan metode-metode pencegahan
dan pengendalian biologis daripada peng-
gunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia™.
Pengel olaan hutan tanaman harus berusaha
untuk tidak menggunakan pestisida dan
pupuk-pupuk kimia, ter masuk penggunaan-
nya dalam persemaian.
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Kelola Sosial dalam Pengelolaan Hutan
Dalam analisismengenai dampak yang
berkaitan dengan kelola sosial merupakan
cakupan dari seluruh komponen lingkungan
hidup yang berupasosial budaya. Komponen
lingkungan sosial budayatersebut mencakup
ketenagakerjaaan (kesempatan kerja dan
penyerapan tenaga kerja serta penerapan
K3), perekonomian dan kelembagaan.
Padatahun 2014 KPH Ceputelah mem-
berikan kesempatan kerjakepadasekitar 540
masyarakat desa hutan /bulan. Seperti pada

prinsip FSC Kriteria4.1 yang menyebutkan
bahwa “Masyarakat di dalam atau di sekitar
kawasan pengelolaan hutan harus diberikan
kesempatan kerja, pelatihan dan pelayanan
lainnya” . Seperti terlihat pada tabel 3. data
penyerapan tenagakerjaloka dalam kawasan
hutan KPH Cepu s/d Agustus Tahun 2014.
Dari tabel tersebut dapat menjelaskan tentang
jumlah tenaga kerja lokal dari masyarakat
dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan,
tebangan, persemaian dan lain-lain.

Tabel 3. Data penyerapan tenaga kerjalokal dalam kawasan hutan
KPH Cepu s/d Agustus Thn 2014

K egiatan (Orang) Total
No Bulan Tanaman | Pemeliharaan | Tebangan | Persemaian I‘Igg'
1 Januari 322 74 27 70 13 | 506
2 | Februari 141 146 187 28 0 502
3 Maret 25 138 203 102 1 469
4 April 143 179 230 106 1 | 659
5 Mei 226 232 273 110 1 842
6 Juni 178 364 286 154 1 983
7 Juli 385 59 102 56 1 603
8 | Agustus 425 33 103 57 1 619
9 | September 414 96 15 57 1 583

Sumber : Bagian kelolasosial PSDH KPH Cepu, 2014

Kelola Produksi atau ekonomi dalam
Pengelolaan Hutan

Kelolaproduksi ini mencakup kegiatan
perekonomian masyarakat yang berupa
pendapatan masyarakat dari dana sharing
produksi, akses pemanfaatn lahan dan hasil
hutan non kayu/ turunannya. Jumlah
produksi yang besar akan memberikan
manfaat secara ekonomi bagi perusahaan
dan juga bagi masyarakat sekitar dengan

adanya pembagian dana sharing (cost
sharing). Pembagian sharing hasil tersebut
berasal dari penjualan kayu dan non kayu
selama satu tahun dan diberikan kepada
masyarakat setelah kegiatan produks selesai,
seperti terlihat pada tabel 4. dana sharing
untuk wilayah Kabupaten Blora.
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Tabel 4. Dana sharing Wilayah KPH Cepu di Kabupaten Blora

No Tahun ‘]:e@gﬂ]msr;:g(g Jumlah Sharing Bersih
1. | 2004 686.120.258 644.953.042
2. | 2005 1.361.497.911 1.279.808.036
3. | 2006 1.983.354.407 1.864.353.142
4. | 2007 2.883.333.302 2.753.583.303
5. | 2008 2.490.923.663 2.440.732.047
6. | 2009 2.005.089.241 1.964.743.649
7. | 2010 2.842.794.003 2.785.724.368
8. | 2011 1.292.809.257 1.265.762.362
9. | 2012 927.950.438 907.507.411

10. | 2013 1.042.734.420 1.020.403.634

Sumber: BagianKelolaSosial PSDH KPH Cepu, 2014

Tinjauan tentang Komitmen Manajemen

Penerapan sertifikasi baik PHL maupun
CoC yang dilaksanakan di Perum Perhutani
ini merupakan hasil kerjasama seluruh
karyawan baik dari tingkat penentu kebijakan
maupun pada tataran pelaksana. Komitmen
mangjemen yang ada pada KPH Cepu dan
Industri Kayu | Sub Cepu dilakukan dengan
mengambil beberapa parameter seprti terlihat
pada tabel 5. Dari kesemua parameter ter-
sebut diperoleh hasil terbesar adalah adanya
komitmen dalam pel aksanaan pel atihan dan
pendidikan yang berkaitan dengan sertifikasi
PHL/ CoC-FSC yaitu 4,16 dan termasuk
katagori baik dari skala 5 yang diberikan.
Hal tersebut menggambarkan telah diterap-
kannya aspek yang ada dalam komitmen
manajemen yaitu Affective commitment,
berkaitan dengan keinginan untuk terikat
dengan organisasi dan merupakan want to
dari individu; continuance commitment,
komitmen karenakebutuhan rasional (adanya
untung rugi) dan merupakan kebutuhan
untuk bertahan need to ; Normative commit-
ment, merupakan norma yang dimiliki

individu dan berupa keyakinan akan tang-
gung jawab dan loyalitas yang merupakan
kewagjiban untuk bertahan ought to (Sopiah
2008). Dengan hasil yang demikian tersebut
maka dapat dilihat kesungguhan KPH Cepu
maupun industri kayu | sub Cepu dalam
melaksanakan sertifikasi yaitu pada Kriteria
FSC 7.3 “Para pekerja hutan harusmenerima
pelatihan dan pengawasan yang memadai
untuk memastikan penerapan yang baik dari
rencana pengelolaan”. Pada tahun 2014 ini
KPH Cepu memberikan fasilitas kepada
karyawan untuk melaksanakan pelatihan
antara lain pelatihan untuk mandor dan
pekerjatebangan sertapelatihan monitoring,
evauas Kawasan Bernilai Konservas Tinggi,
pelatihan survey biodiversity bagi Asper/
Kepala BKPH, KRPH dan mandor bio-
diversity. Komitmen mang emen yang tinggi
tersebut mampu untuk lebih meningkatkan
keberhasilan dari penerapan sertifikasi.
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Tabel 5. Hasil analisiskomitmen mang emen

No Pernyataaan Rata- Ket
rata

1 | Perlakuan manajemen terhadap penerapan sertifikasi 3.94 B
merupakan hal penting untuk mencapai keberhasilan
perolehan sertifikasi PHL/ CoC-FSC

2 | Telah adanya alokasi Sumber daya yang memadai 4.05 B
(SDM maupun dana) untuk penerapan sertifikasi PHL/
CoC-FSC

3 | Telahdilakukan tindak lanjut terhadap saran-saran 414 B
dalam penerapan sertifikasi PHL/CoC-FSC terkait
pelaksanaannya di lapangan

4 | Sudah adanya komitmen dalam pelaksanaan pelatihan 4,16 B
dan pendidikan yang berkaitan dengan sertifikasi PHL/
CoC-FSC

5 | Karyawan sering mendapat pelatihan yang berkaitan 3.99 B
dengan sertifikasi PHL/ CoC-FSC

Srategi Penerapan Sertifikasi Ekolabel

Strategi yang dapat dirumuskan terkait
dengan penerapan sertifikasi ekolabel di
Perum Perhutani diperoleh dengan meng-
gunakan aat analisis berupa SWOT untuk
menggambarkan kondisi internal maupun
eksternal kegiatan penerapan sertifikasi
ekolabd.

Kondisi internal yang mempengaruhi
dan menjadi kekuatan dalam penerapan
sertifikas ekolabel di Perum Perhutani tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut :

Aspek kelola sesuai dengan pembangunan
berkelanjutan

Aspek kelola yang diterapkan oleh
Perum Perhutani adalah aspek kelola
lingkungan, sosia dan produksi. Pada masa
sebelum pengajuan sertifikasi yaitu tahun
2005 sistem kelola yang dilaksanakan hanya
kelola produksi sgja sehingga fokus yang
dilakukan hanyaterhadap keuntungan secara
ekonomi perusahaan. Setelah penerapan
sertifikasi PHL maka ditambahkan dengan
kelola lingkungan dan kelola sosial. Kelola
sosial mencakup banyak hal yaitu tentang
kelembagaan masyarakat, dan sistem
ketenagakerjaan. Dalam kelola lingkungan

mencakup banyak komponen vyaitu
pengelolaan laju erosi yang terjadi,
kesuburan tanah berupa kandungan kimia
tanah, debit air sungai, kualitas air sungai,
lgjusedimentas, keberadaan Nilal Konservas
Tinggi , struktur dan komposisi vegetasi,
populasi vegetasi, biotaair /perikanan. Dari
semua kelolayang dilakukan tersebut dapat
menjadi suatu media untuk menunjukan
komitmen Perum Perhutani dalam mewujud-
kan pembangunan berkelanjutan.
Komitmen manajemen yang baik
Komitmen manajemen yang telah
dilaksanakan di Perum Perhutani menunju-
kan bahwa perusahaan mampu untuk
mengelola karyawan dengan baik. Dengan
adanya komitmen manajemen yang mening-
kat maka kinerja dari karyawan juga dapat
meningkat, dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan tertib, baik dan
lancer sehinggatujuan perusahaan dalam hal
ini tentang penerapan sertifikasi dapat ter-
laksanasecaraoptimal. Dari hasil pendekatan
dengan karyawan, dapat diketahui bahwa
karyawan Perhutani memiliki loyalitas dan
komitmen yang tinggi dalam penerapan
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sertifikasi seperti terlihat pada lampiran 2.
Komitmen manajemen dalam pelaksanaan
sertifikasi. Kegiatan audit baik internal
maupun eksternal tentang kegiatan yang
sesuali dengan pelaksanaan sertifikasi juga
dilakukan secara kontinyu oleh seluruh
karyawan dengan baik. Dari seluruh unit
mangjemen yang ada di Perum Perhutani
yaitu 57 unit mangjemen mendapat sertifikas
PHL- FSC dan yang 50 juga mendapat
sertifikat pengel olaan hutan controlled wood.
Untuk unit manajemen yang belum mendapat
sertifikasi PHL, juga diarahkan untuk dapat
menerima sertifikat PHL-FSC.
Memiliki dokumen pengel olaan dan peman-
tauan lingkungan hidup yang berisi tentang
pengelolaan hutan

Kebijakan pengelolaan lingkungan
merupakan satu wujud komitmen dalam
pengel olaan hutan secaralestari oleh Perum
Perhutani. K ebijakan tersebut mengacu pada
dokumen pengelolaandan pemantauan
lingkungan hidup yang berisi tentang penge-
lolaan hutan. Dokumen tersebut merupakan
suatu gambaran tentang kondisi dan kualitas
lingkungan sebagai dampak dari pengelolaan
hutan. Manfaat dari adanya dokumen ini
adalah : sebagai bahan informasi mengenai
keadaan lingkungan areal yang dibebani
pengusahaan hutan, menjadi informasi
mengenal dampak yang timbul dari berbagaai
komponen kegiatan pengusahaan hutan,
member masukan untuk penyusunan desain
teknisrencanakegiatan pengusahaan hutan,
sebagai panduan dalam mengel olalingkung-
an hidup terhadap dampak yang ditimbulkan,
sebagai informasi kepada masyarakat
tentang komitmen perusahaan dalam
pengelolaan hutan secara lestari, sebagai
bahan perencanaan wilayah bagi pemerintah,
sebagai pedoman bagi instansi lain dalam
menjal ankan peran membinaatau memantau
pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan
hutan.

Kondisi internal yang mempengaruhi
dan menjadi kelemahan dalam penerapan
sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani ter-
sebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pimpinan kurang mengakomodasi aspirasi
dari karyawan

Meskipun komitmen manajemen

tinggi, akan tetapi masih ditemukan

kurangnya akomodir dari pimpinan
terhadap aspirasi karyawan, terutama
dalam hal insentif. Seperti diketahui
bahwa harga kayu yang bersertifikat
lebihtinggi dibandingkan dengan harga
kayu non-sertifikat, akan tetapi dalam
pelaksanaan sertifikasi, karyawan
belum merasakan hasil berupainsentif
yang dapat me-macu semangat dan
kesungguhan karyawan untuk dapat
melaksanakan dan menerapkan
sertifikasi yang digunakan.

SDM yang belum optimal di tingkat

pelaksana teknis

Sumber daya manusia yang dimiliki
oleh Perum Perhutani khususnya K PH
Cepu total ada 472 karyawan, akan
tetapi untuk pelaksanalapangan hanya
ada 236 orang. Dari jumlah tersebut
dapat mengindikasikan bahwa dalam
unit manajemen, pelaksanateknisyang
ada di lapangan belum cukup banyak.
Sehingga terjadi tumpang tindih tang-
gung jawab masih terjadi, misanyasgja
mandor tanam yang ada di tiap RPH
juga harus melakukan tugas untuk
melakukan inventarisasi terhadap
spesiesfloradan faunayang ada. Oleh
karenaitu dalam pel aksanaan sertifikasi
masih dirasakan berat oleh karyawan
pada posisi pelaksanalapangan.

Kondis eksterna yang mempengaruhi
dan menjadi peluang dalam penerapan
sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani ter-
sebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
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Penerapan skema sertifikasi standar FSC

Sertifikasi standard FSC padadasarnya
merupakan sistem sertifikasi yang
pertama terbentuk tahun 1993. Dari
berbagai sistem atau skema sertifikas
yang ada terdapat dua skema yang
merupakan skema dengan cakupan
hingga internasional, yaitu FSC dan
PEFC. Yang menjadi pembeda antara
keduanya adalah bahwa PEFC mem-
berikan suatu mekanisme untuk
pengenalan dan pemeriksaan skema
internasional, sedangkan FSC mem-
berikan mekanisme berupa prinsip-
prinsip nasional beserta kriteria yang
lebih detail, prinsipil dan dapat dipakai
dimanasgjadi seluruh dunia. Label FSC
yang diberikan pada tiap produk kayu
milik Perhutani mempunyai peluang
untuk dapat diterima secara mudah di
pasar internsional dengan harga yang
tinggi. Olehkarenaitu sertifikas standar
FSC menjadi pilihan bagi Perhutani.

Dukungan dari masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan merupakan
bagian yang tidak terlepas dari Perum
Perhutani karena kawasan hutan milik
Perum Perhutani berada di sekitar desa.
Oleh karena itu diperlukan dukungan
yang dapat menjamin kawasan hutan
tersebut menunjukan keberlanjutan.
Dengan adanya sistem pengelolaan
hutan yang melibatkan masyarakat,
akan semakin menguatkan eksistensi
hutan. Sistem pengelolaan hutan ber-
sama masyarakat diharapkan mampu
menjadi peluang bagi perusahaan agar
keberlanjutan fungs dan manfaat hutan
selalu terjaga. Masyarakat yang juga
membutuhkan sumber daya yang ada
di hutan dapat terlibat aktif dan berperan
sebagal pengelola hutan untuk dapat
menikmati manfaat sesuai dengan teori
pertukaran yang dinyatakan oleh Blau

(Ndraha, 1990 dalam Supriyanto,

2008).

Kondis eksternal yang mempengaruhi
dan menjadi ancaman dalam penerapan
sertifikes ekolabel di Perum Perhutani tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kayu dan produk kayu bersertifikat tidak
mendapat tempat di pasar internasional

Sertifikasi ekolabel merupakan suatu

bentuk pengelolaan lingkungan hidup

yang sifatnyaproaktif dan sukarela. Bagi
produsen terdapat harapan bahwa
perusahaan dapat mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan dengan ikut
sertamambangun perekonomian dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan
serta memberikan kesempatan bagi
produsen untuk mendapat penghargaan
atas usahanya menjaga kelestarian
lingkungan dengan mendapat insentif
pasar. Akan tetapi pada kenyataannya
adanya sertifikasi ekolabel tersebut
belum mendapatkan tempat yang men-
janjikan berupa pangsapasar internasio-
nal yang jelas yang mensyaratkan kayu
atau produk kayu bersertifikat. Dari
banyaknya pasar kayu internasional

secara umum hanya ada sekitar 20

persen saja perusahaan yang men-

syaratkan label yang ramah lingkungan.

Hal tersebut pada akhirnya membuat

pengelola hutan seperti Perhutani

dikhawatirkan menjadi mundur dari
penerapan sertifikasi.
Pesatnya pertumbuhan jumlah hutan rakyat
yang bersertifikat

Hutan rakyat memiliki potensi untuk
berkembang dan mensuplai bahan baku
industri, sehingga Perhutani terancam
menjadi semakin tersingkir. Oleh
karena itu dibutuhkan suatu strategi
untuk dapat bekerjasama dengan
pengelola hutan rakyat tersebut
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Tabel 6. Matrik AnalisisSWOT

Strengths (S) K ekuatan

Weakness (W) K elemahan

INTERNAL a  Aspek kelola sesuai dengan  a  Pimpinan kurang meng-
pembangunan akomodasi aspirasi dari
berkelanjutan karyawan

b.  Memiliki komitmen b. SDM yang belum optimal

EK STERNAL mana_jgmen yang baik di tingkat pelaksanateknis

c. Memiliki dokumen
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup yang berisi tentang
pengelolaan hutan

Opportunities (O) Peluang Strategi (SO) Strategi (WO)

a  Penerapan skema 1. Kegiatan pengelolaan hutan 1. Memberikan insentif yang
sertifikasi standar FSC menggunakan aspek kelola dapat menunjukan peng-

b. Dukungan dari yang berkelanjutan yang hargaan dan memacu
masyarakat sekitar disesuaikan dengan skema karyawan dalam penerapan
hutan sertifikas standar FSC sertifikasi

2. Memberikan kesempatan 2. Memberdayakan
antara manajemen dan masyarakat dengan
masyarakat sekitar hutan mengajak masyarakat
untuk bekerjasama dalam pengelolaan hutan
Threats (T) Ancaman Strategi (ST) Strategi (WT)

a kayu dan produk kayu 1. mendorong pemerintah 1. Melakukan kerjasama
bersertifikat tidak untuk mengeluarkan antara Perhutani dan
mendapat tempat di kebijakan untuk masyarakat yang tergabung
pasar internasional memperoleh jaringan dalam Gapoktan dalam

b. pesatnya pertumbuhan pemasaran yang pasti di pengelolaan hutan rakyat
jumlah hutan rakyat pasar internasional
yang bersertifikat 2. Pimpinan sebagai top

manajemen membuat

kebijakan tentang kerjasama

dengan pengelola hutan

rakyat untuk menyediakan

bahan baku bersertifikat
Strategi yang dihasilkan adalah strategi  SIMPULAN

agresif yang merupakan strategi sangat baik
dan menguntungkan bagi organisasi atau
perusahaan. Organisasi tersebut memiliki
kekuatan (S) dan peluang (O), sehingga
dapat mengarahkan seluruh potensi internal
organisasi untuk memanfaatkan peluang
yang ada. Strategi yang harus diterapkan
dalam kondisi ini adalah mendukung
kebijakan pertumbuhan yang agresif

Aspek kelola Perum Perhutani yang
berkelanjutan yang sesuai dengan kriteriadari
sertifikasi ekolabel

Kelola lingkungan menekankan pada
dampak yang ditimbulkan antara lain
berupa komponen yang berkaitan
dengan kesuburan tanah (kandungan)
kimiatanah, kualitas air sungai, biota
air /perikanan. Analisis dampak pada
kesuburan tanah menunjukan hasil
yang rendah.
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Kelola sosial  antara lain mencakup
ketenagakerjaaan (kesempatan kerjadan
penyerapan tenagakerjasertapenerapan
K3) dan perekonomian. Hasil andisis
ketenagakerjaan menunjukkan penyera-
pan tenaga kerja lokal yang besar tiap
bulan yaitu 540 orang /bulan. Sesuai
prinsp FSC kriteria4.1 dan kriteria 1.5.
Kelola produksi mencakup kegiatan
perekonomian masyarakat yang berupa
pendapatan masyarakat dari dana
sharing produksi. Andisisterhadap dana
sharing yang diberikan menunjukkan
jumlah yang besar untuk usaha pro-
duktif masyarakat dan bantuan fisik
desa.

Faktor yang mempengaruhi implemen-
tas sertifikasi ekolabel di KPH Cepu dan
Industri kayu | Sub Cepu adalah komitmen
manajemen, menunjukan hasil tinggi pada
pernyataan kegiatan pelaksanaan pelatihan
dan pendidikan yang berkaitan dengan
sertifikas
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